
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR  52 TAHUN 2016 

TENTANG 

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN UNIT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan 

Pendidikan Non Formal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar 
dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal 

Sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksudpada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen 
Unit Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan 

Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; 
  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

  SALINAN 



58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen      
Nomor 95);   

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN UNIT  SANGGAR 

KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN 
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR. 

 
 
 

 
 

 
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen Unit Sanggar Kegiatan 

Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD Unit SKB adalah UPTD yang 
mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas pendidikan, 
pemuda dan Olahraga yang meliputi pelaksanaan satuan program dan 

pengendalian mutu Pendidikan Anak Usia Dini, non formal, pendidikan 
luar sekolah, pemuda, olah raga dan kesenian serta menyelenggarakan 

pelatihan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan 
kesenian. 

5. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur 

pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 
secara terstruktur dan berjenjang. 
 

 
BAB II 

ALIH FUNGSI UPTD UNIT SKB SEBAGAI SATUAN PNF SKB 
 

Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Bupati ini UPTD Unit SKB dialihfungsikan sebagai Satuan 
PNF SKB. 

 
 

Pasal 3 
 

Satuan PNF SKB berhak: 

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional; 
b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; 

c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; 
d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji 

kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 
e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

 
 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 4 
 

Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF yaitu 
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat 
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 



pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didik.  

 
Pasal 5 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan 
PNF SKB mempunyai fungsi : 

a. pelayanan pendidikan nonformal; 
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan 

masyarakat; dan 

c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 27 dan 
Pasal 28 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang 
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 147) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 
 

Ditetapkan di Kebumen  

pada tanggal 24 Oktober 2016 
 

BUPATI KEBUMEN, 
ttd. 
 

MOHAMMAD YAHYA FUAD 
Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal, 24 Oktober 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 
ttd. 

 

ADI PANDOYO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR  
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19720723 199803 1 006 


